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Tidak boleh Kalah

RAJUTAN persatuan dan kesatuan bangsa terkoyak lagi. Umat
Gereja Oikumene, di JI. Dr. Cipto Mangkunkusuma, Kelurahan
Sengkotek, Kecamatan Loa Janan, Samarinda, Kalimantan Timur,
Minggu (13/11) pagi baru saja selesai beribadat dan hendak pulang.
Tiba-tiba sebuah bom molotov meledak di dekat parkiran kendaraan.
Lima orang terluka, empat di antaranya adalah anak-anak. Pelaku,
yang melarikan diri terjun ke Sungai Mahakam di seberang gereja
berhasil ditangkap. Polisi mengidentifikasi pemuda pelaku itu beri-
nisial J, residivis teroris kasus bom di Puspitek Serpong dan bom
buku di Jakarta. J, yang ketika ditangkap mengenakan kaos hitam
bertulisan JIHAD baru selesai menjalani hukuman 28 Juli lalu.

Majelis Ulama Islam mengecam keras tindakan tersebut seraya
memintaaparatkeamanan segera menangani kasus ini dengan serius.
Peristiwa ini dinilai MUI dapat mengancam kehidupan antar-umat
beragama serta keberagaman dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika.

Kita pun turut menyesalkan sekaligus mengutuk peristiwa itu,
yang terjadi pada saat situasi sekarang sedang berada pada titik
yang memerlukan perhatian semua pihak. Terutama setelah unjuk
rasa 4 November yang menuntut Ahok dipidanakan karena diduga
telah menista agama Islam.

Dilihat dari jenisnya, bom molotov memang memiliki daya
rusak sangat kecil karena tidak menggunakan bahan peledak. Le-
dakan bom molotov terjadi karena botol kaca berisi bensin yang
dilengkapi sumbu dan dibakar, pecah karena benturan. Tumpahan
bensin kemudian membakar apa saja yang terkena lidah api. Namun,
peristiwa bom molotov di Gereja Oikumene bukan peristiwa yang
dapat dipandang enteng.

Kita masih menunggu penyelidikan polisi. Ada beberapa
pertanyaan yang memerlukan jawaban. Apakah pelaku bekerja
sendiri, ataukah ada kelompok di belakangnya dan sekaligus ada
perencanaan yang menyertai aksi? Informasi yang didapat semen-
tara menyebutkan, tersangka J terlibat di dalam jaringan Jamaah
Ansharut Tauhid (JAT) yang berafiliasi radikal ke ISIS atau NIIS
(Negara Islam Irak Suriah).

Pelaku, entah dia mandiri atau menjadi utusan jaringan, agaknya
ingin menyampaikan pesan yang jelas dan tegas. Bahwa ia sedang
berithad. Ini setidaknva danat dibaca dari kaos vane dipakai. Dan

Aborsi, Fenomena Gunung Es

DALAM catatan Dinas Kesehatan
DIY, sepanjang 2015 tercatat 976 remaja
hamil di luar pernikahan. Jika ditelisik
lebih jauh, ternyata angka kehamilan
di luar nikah merata di lima kabupaten/
kota di Yogya: Bantul (276 kasus), Kota
Yogyakarta (228 kasus), Sleman (219
kasus), Gunungkidul (148 kasus), dan Ku-
lonprogo (105 kasus). Banyaknyaremaja
yang hamil di luar nikah menyebabkan
mereka nekat melakukan aborsi. Dalam
kondisi fisik dan mental yang belum siap,
boleh jadi orang tua nekat mengakhiri
anaknya sendiri dengan berbagai cara.

Aborsi merupakan problematika
usang dalam dunia kesehatan yang selalu
menimbulkan perdebatan sehingga me-
nimbulkan pro dan kontra. Bagi sejumlah
pakar, pengakhiran kehamilan sebelum
janin dapat tumbuh di luar tubuh ibunya
merupakan tindakan kontroversial. Corak
pemikiran tradisional menganggap bahwa
upaya menggugurkan kandungan dinilai
bertentangan dengan norma sosial, bu-
daya, agama, dan hukum. Adapun pola
pikir modern membuka kemungkinan
diperbolehkannya aborsi dalam situasi
tertentu dan dengan berbagai catatan.

Sejumlah kasus aborsi di negeri ini
menggambarkan “fenomena gununges”.
Apa yang disajikan ke hadapan publik
lewat beragam media cetak maupun
online belum sebanding dengan realitas
yang terjadi. Klinik pengobatan dan
panti pijat tak jarang membuka layanan
praktik aborsi. Praktik aborsi dilakukan
olehberbagai kalangan masyarakat, mulai
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artis hingga wong cilik. Itulah mengapa,
data-data kuantitatif menunjukkan bahwa
angka kasus tersebut terbilang tinggi dan
menunjukkan peningkatan signifikan dari
tahun ke tahun.

Selain membahayakan janin, aborsi
juga mengancam kehidupan ibu. Ber-
dasarkan prediksi WHO, 10-50% kasus
aborsi tidak aman (unsafe abortion) be-
rakhir dengan kematian ibu. Diperkirakan
setiap tahun terjadi sekitar 20 juta aborsi
tidak aman di seluruh belahan dunia. Dari
jumlah ini, 26% praktik aborsi tergolong
legal dan lebih dari 70.000 aborsi tidak
aman di negara berkembang berakhir
dengan kematian ibu (Tutik, 2011).

Dua Pandangan

Problemutama yang berkaitan dengan
kasus aborsi adalah status moral janin.
Dalam khazanah intelektual, muncul para
pemikir dengan beberapa pandangan; di
antaranya pandangan liberal dan pandan-
gan konservatif. Kaum liberal diwakili
oleh Judith Jarvis Thomson.

Pemikirini beranggapan bahwa aborsi
masih bisa dibenarkan secara praktis
dalam berbagai situasi. Bagaimana pun,
janin tidak mampu hidup melainkan
dengan bantuan tubuh sang ibu. Maka,
seorang ibu berhak melakukan aborsi
terutama dalam kasus perkosaan, di mana
kehamilan dinilai membahayakan bagi
kehidupan ibu.

Berbeda dengan pola pikir kaum

liberal, kaum konservatif justru ber-
anggapan bahwajanin memiliki keduduk-
an moral yang tinggi, sehingga berhak
untuk bernafas. John Noonan sebagai
wakil dari kelompok ini menegaskan
bahwa adanya berbagai risiko tidak
lantas menggugurkan perlindungan
terhadap keselamatan janin. Hak hidup
berlaku tanpa pengecualian, entah sang
janin merupakan hasil korban perkosaan
atau karena mengidap kelainan-kelainan
serius. John Noonan berpendapat, pada
dasarnya aborsi adalah tindakan mem-
bunuh. Upaya penyelamatan sang ibu
atau janin merupakan bentuk kompromi
atas legalisasi pembunuhan.
Munculnya dua pandangan di atas
membuat para dokter dan tenaga medis
menghadapi suatu dilema. Di satu sisi,
mereka ingin menjunjung tinggi profe-
sionalitas dengan melayani permintaan
pasien. Di sisi lain, mereka juga harus
menanggung konsekuensi. Ancaman
moral dan sanksi sosial telah menanti
jikamerekaberani menghilangkannyawa
seseorang. Dalam keadaan demikian,
tentu mereka mengalami konflik batin
yang mencekam.
Mutual Connection
Baik menurut Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana (KUHP) maupun Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata (KUH-
Per), tindakan aborsi tidak diperbolehkan
meski dengan berbagai alasan. Siapa

saja dilarang melakukannya. Seseorang
yang terbukti melakukan atau sekadar
membantu praktik aborsi akan dikenai
pemberatan pidana. Ketentuan ini dapat
dilihat dalam Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana (KUHP) Pasal 283, 299,
346, 348, 349, 535, dan Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata (KUHPer) Pasal
2 dan 1363.

Belakangan ini, larangan terhadap
praktik aborsi dibatasi oleh sejumlah
pengecualian. Mengingat bahwa dalam
mengeluarkan putusan, hakim seharus-
nya tidak hanya menggunakan argumen
hukum. Kasus-kasus aborsi setidaknya
memuat mutual connection antara prinsip
hukum dengan nilai moral. Belum lagi,
dalam hukum pidana positif Indonesia,
ketentuan mengenai hukum aborsi dia-
tur dalam hukum umum (lex generalis)
berupa KUHP dan KUHPer dan hukum
khusus dalam bentuk Undang-Undang
Kesehatan (lex spesialis). Untuk yang
terakhir, misalnya Undang-Undang No-
mor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
yang melegalkan aborsi.

Meskipun demikian, Stanislaus
Atalim (2011: 318) menilai bahwa aborsi
merupakan bentuk lain dari “pembunuhan
yang keji atas nyawa yang tak berdosa”.
Nilai sosial, budaya, dan agama yang
mengakar dalam keyakinan masyarakat
Indonesia menjadikan aborsi sebagai aib
sosial dan dosa berat. **
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